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Abstrak
Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan

Pelaksanaan peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan manajemen parkir
yang efektif untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara
mendalam dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
model interaktif.

Temuan dalam penelitian ini yaitu Manajemen Parkir dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan (Studi Kasus Pada Dinas
Perhubungan Kota Balikpapan) belum terselenggara dengan baik sebab masih
terbatasnya personel di lapangan yaitu juru pungut atau pengawas parkir, sanksi
yang diberikan terhadap juru parkir liar kurang tegas sehingga tidak menimbulkan
efek jera, serta kurangnya pemanfaatan beberapa titik lokasi parkir sebagai
sumber PAD

Kata Kunci : Manajemen Parkir, Pengelolaan, Pendapatan Asli Daerah, Dinas
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Pendahuluan
Di Indonesia Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari sumber-

sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang-
undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah atau yang kemudian disebut dengan
PAD pada penelitian ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari sektor pajak,
retribusi atau pungutan daerah, dan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan
terhadap kekayaan daerah di mana kekayaan tersebut merupakan kekayaan yang
dipisahkan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu retribusi parkir. Hal ini
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, di mana setiap orang atau badan
yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum wajib dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Besaran tarif retribusi disesuaikan dengan jenis
kendaraan dan sistem berlangganan atau sistem bayar ditempat.

Masalah perparkiran di perkotaan adalah suatu masalah yang cukup rumit
karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat perkotaan dimana masalah ini
bersamaan dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan yang akan
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan masyarakat di perkotaan.
Tingginya tingkat populasi penduduk yang kemudian diikuti dengan meningkatnya
kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan, hal ini yang kemudian berpengaruh
pada peningkatan arus transportasi baik alat transportasi umummaupun pribadi.
Selain masalah kemacetan yang seringkali menjadi topikperbincangan, masalah
parkir juga merupakan masalah yang sering dialami olehkota metropolitan atau
kota-kota besar di Indonesia.

Bertambahnya volume lalu lintas dan meningkatnya jumlah alat transportasi
di Kota Balikpapan tidak diimbangi dengan adanya pengelolaan manajemen parkir
yang baik. Masih banyak lokasi parkir di Kota Balikpapan yang tidak terkelola
pemasukan atau retribusi parkirnya, terutama di tepi jalan umum dan di lokasi
pertokoan kecil di tepi jalan umum yang pengelolaan parkirnya justru dikelola
oleh juru parkir liar. Salah satunya di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang
pengelolaan pemasukan parkirnya dikelola oleh juru parkir liar, padahal dlokasi
tersebut sudah terpasang mesin parkir elektronik namun tidak berfungsi dengan baik,
bahkan nyaris tidak digunakan. Adanya juru parkir liar dan tidak adanya pengelolaan
manajemen parkir yang baik dari Pemerintah Kota Balikpapan.

Realisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan dari sektor
retribusi parkir masih jauh dari target yang diharapkan. Sejumlah program yang
dijalankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan seperti parkir meter dan penerapan
kawasan tertib lalu lintas belum mampu menaikkan pemasukan untuk kota minyak.
Sektor retribusi parkir masih menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang
belum bisa dikelola maksimal. Masih maraknya parkir liar menjadi salah satu
indikator kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir. Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Balikpapan melaporkan hasil realisasi penerimaan retribusi daerah.
Target tahun ini sebesar Rp 4,4 miliar 2021. Sementara ini realisasi sudah mencapai
Rp 1,7 miliar per Mei. (Prokal News: 24 Juni 2021). Jika melihatpenerimaan
retribusi parkir tepi jalan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam 5 tahun
terakhir. Sejak tahun 2016 target penerimaan sebesar Rp 1,5 miliar dan hanya
tercapai 80% sebesar Rp 1,1 miliar. Pada tahun 2017 target retribusi parkir naik 10
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kali lipat yaitu 11 miliar namun yang hanya tercapai sebesar 1,5 miliar. Kemudian
pada tahun 2018 target retribusi parkir Rp 8 miliar yang terealisasi 2,6 miliar
selanjutnya target retribusi parkir tahun 2019 sebesar Rp 10 miliar yang
terealisasi hanya Rp 2,4 miliar dan pada tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp 1,7
miliar, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 retribusi parkir hanya tercapai
sekitar Rp 900 juta.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan manajemen parkir

yang efektif untuk peningkatan asli daerah di Kota Balikpapan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan manajemen

parkir di Kota Balikpapan?

Teori dan Konsep
Manajemen

Menurut George R. Terry (2011:38), manajemen ialah suatu proses khusus
yang terdiri dari beberapa proses yang disingkat dengan POAC yaitu Planning
(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan),dan
Controlling (pengawasan). Proses tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumber
daya manusia dan lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian
Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2011:2), manajemen ialah suatu ilmu dan
seni dalam mengatur proses pemanfaatan manusia dan sumber-sumber lainnya
secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu.

Jadi dapat dipahami bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan
dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi dimana cara bekerjanya yaitu dengan
cara bekerja sama dengan pihak-pihak serta sumber daya yang dimiliki oleh suatu
organisasi. Manajemen merupakan seni dan ilmu, dimana manajemen mencakup
strategi bagaimanamemanfaatkan serta mengarahkan tenaga dan pikiran orang lain
untuk melakukan suatu kegiatan guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan suatu
kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu indivisu ataupun kelompok Pemerintah atau
swasta untuk mencapai tujuan yang ditentukan di awal dan di mana kemanfaatannya
untuk umum dan masyarakat.

Parkir
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat (15), Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau
tidak bergerak untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya. Pengertian lain
dari parkir yaitu setiap kendaraan yang berhenti pada suatu tempat-tempat tertentu baik
yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maupun tidak, serta tidak hanya untuk
kepentingan menaikkan atau

menurunkan orang/barang semata. Parkir ialah keadaan di mana kendaraan tidak
bergerak sementara waktu (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1996:1).

Dengan demikian ,Parkir merupakan salah satu unsur penunjang transportasi
yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi, sehingga kondisi parkir akan
berpengaruhkepada sistem di jalan terutama jalan raya. Tingginya jumlah penduduk
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dan tingkat ekonomi yang tinggi juga mengakibatkan kepemilikan terhadap kendaraan
meningkat. Apabila pemerintah tidak memberikan peraturan tentang pembatasan
penggunaan kendaraan pribadi, maka hal tersebut akan membuat pemilik kendaraan
pribadi tersebut untuk selalu menggunakan kendaraannya. Hal inilah yang kemudian
menyebabkan timbulnya kebutuhan lahan parkir yang besar pada tempat-tempat
tertentu seperti di daerah pusat bisnis.

Terdapat beberapa kebijakan parkir yang diterapkan pada beberapa negara
antara lain sebegai berikut:
1. Kebijakan tentang tarif parkir
2. Kebijakan pembatasan lahan parkir
3. Kebijakan penegakka hukum

Pendapatan Asli Daerah
Menurut Ahmad Yani (2008:51) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Pendapatan
Asli Daerah yang tinggi, maka dapat dipastikan kemandirian daerah tersebut dapat
tercapai sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemudian
Menurut Mardiasmo (2002:131) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan
yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di atas, pada dasarnya semuanya memiliki karakteristik yang sama. Maka
penulis berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah semua yang diterima
daerah setempat yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah seluruh pendapatan daerah yang
bersumber dari sektor ekonomi asli daerah dimana pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan sumber pendapatan yang memberikankontribusi terbesar bagi daerah.

Definisi Konsepsional
Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu Manajemen Parkir

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Balikpapan (Studi Kasus Pada
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan) adalah proses pengaturan yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan oleh Dinas
Perhubungan terhadap kondisi perparkiran di Kota Balikpapan dalam rangka
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan yaitu peningkatan pendapatan
yang diperoleh daerah dari retribusi parkir yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah Kota BalikpapanNomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum.
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Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.

Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:
1. Manajemen Parkir dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan

(studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan) dengan indikator (G.R.
Terry, 2011:38) meliputi:
a. Perencanaan (Planning)
b. Pengorganisasian (Organizing)
c. Pelaksanaan (Actuating)
d. Pengawasan (Controlling)

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Manajemen Parkir dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: Data primer dan
data sekunder. Key informan sebagai sumber data primer adalah Kepala UPT
Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dan Juru Pungut atau
pengawas parkir UPT Pengelolaan Parkir. Sedangkan data sekunder dalam
penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip dan laporan terkait dengan
manajemen parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Balikpapan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1)
tinjauan pustaka (library research), (2) Penelitian lapangan (field work research)
yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data
yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif menurut Miles,
Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan: (1) Kondensasi Data
(Data Condesation), (2) Penyajian Data (Data Display), (3)
Penyimpulan/Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)

Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Manajemen parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota

Balikpapan (studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan)
a. Perencanaan (planning)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perencanaan dalam
penentuan target retriusi parkir juga sangat bergantung terhadap kondisi
masarakat saat ini. Sepanjang tahun 2000 dan 2021 terjadi penurunan
realisasi pendapatan secara signifikan

karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat adanya
pandemi Covid-19 otomatis kegiatan ataupun aktivitas masyarakat di luar
akan terbatas.

Berangkat dari akibat pandemi Covid-19 serta permasalahan-
permasalahan lain yang menyebabkan kebocoran PAD di Kota Balikpapan.

b. Pengorganisasian (Organizing) IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan hasil penelian bahwa dalam 3 (tiga) sistem pengelolaan
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parkir untuk mencegah terjadinya penyimpangan parkir yang akan
menyebabkan kebocoran PAD guna mengefektifkan dan meningkatkan PAD
Kota Balikpapan melalui retribusi parkir.

Berikut merupakan sistem pengelolaan parkir kota Balikpapan antara
lain:

1. TPE (Terminal Parkir Elektronik
2. Sistem binaan
3. Sistem kerjasama LPM

Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi masalah manajemen parkir di Kota
Balikpapan diperlukan suatu pengorganisasian yang efisien terhadap pengelolaan
manajemen parkir yang harus dilakkukan oleh pemerintah daerah setempat.
c. Pelaksanaan (Actuating)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai permasalahan juru parkir
liar di tepi jalan umum, Kepada UPT Pengelolaan Parkir mengakui bahwa
tidak dapat dipungkiri bahwa juru liar juga dapat oknum-oknum tertentu yang
melindungi mereka, sehingga tidak mudah untuk membina jukir liar untuk
menjadi jukir binaan dalam sekali kegiatan.

Diperlukan ketegasan oleh Dinas Perhubungan untuk menghilangkan
oknum-oknum tersebut serta memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera
bagi jukir liat. Hal ini dilakukan tentunya untuk meningkatkan PAD melalui
retribusi parkir tepi jalan umum sehingga angka kebocoran retribusi parkir
dapat diminimalisir.

d. Pengawasan (Controlling)
Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai pengawasan (controlling)

merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan
pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan
target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan
menyusun feed back demi penyempurnaan di masa sekarang dan di masa yang
akan datang.

Penyimpangan yang terjadi kali ini adalah makin banyaknya kegiatan
parkir liar yang seharusnya tidak perlu yang banyak ada di jalan-jalan di Kota
Balikpapan jika manajemen yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan
sudah sesuai dengan unsur-unsur manajemen penyimpangan mengakibatkan
kebocoran Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir.

belum sepenuhnya dapat dikendalikan dengan baik melihat masih
banyaknya penyimpangan yang ada. Seperti sebuah siklus yang terus
bersambung.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Parkir dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapati sejumlah faktor
pendukung dan hambatan yang dirasakan dalam manajemen parkir dalam
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meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung manajemen parkir dalam meningkatkan pendapatan
asli daerah yaitu:
a. Konsistensi dan komitmen untuk penanganan juru parkir liar
b. Pengadaan sistem parkir otomatis dirasa memiliki rasa aman nyaman
dan efektif bagi para pengguna jalan yang resah dengan parkir badan
jalan yang membuat parah kemacetan.

c. Berfungsi meminimalisir angka pencurian kendaraan
d. SDM untuk pengawasan di seluruh ruas jalan
e. Pemerintah Balikpapan yang bekerja sama dengan Dinas
Perhubungan Kota Balikpapan berupaya meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah melalui retribusi parkir, dalam hal ini dengan
menggunakan dan menambahkan sistem parkir otomatis untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

f. Dibuat agar dapat mempermudah tingkat pengawasan serta
meminimalisir atau menghindari kebocoran pendapatan asli daerah

g. Punisment dan reward untuk para juru parkir.
2. Faktor penghambat dalam manajemen parkir dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah di Kota Balikpapan yaitu:
1.) Dari pihak Pemerintah Kota Balikpapan

a. Sumber Daya Aparatur
b. Juru parkir tidak resmi dan parkir liar

2.) Sanksi yang tidak tegas diberikan terhadap juru parkir liar
3.) Adanya oknum-oknum tertentu dibalik jukir liar
4.) Minimnya lahan parkir
5.) Lapangan pekerjaan tukang parkir terancam digantikan mesin

Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam manajemen pakir dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus tentang peran Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan) maka dapat simpulkan sebagai berikut:
1. Perencanaan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Parkir didasarkan pada titik-

titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah
perkembangan kota, juru parkir resmi binaan, jumlah penduduk dan jumlah
kendaraan khususnya dalam 5 tahun terakhir. Ada hal-hal tertentu yang dapat
mempengaruhi target retribusi sepertimelihat kondisi masyarakat saat ini dengan
adanya pandemi Covid-19. Penentuan target retribusi parkir juga sangat
bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Jadi perencanaan
akan sangat penting untuk menargetkan pendapatan tahunan dari UPT
Pengelolaan Parkir itu sendiri.

2. Pengorganisasian tugas dari UPT Pengelolaan Parkir dapat disimpulkan bahwa
dalam pengelolaan manajemen parkir pembagian tugas dibagi dua yaitu petugas
pengelolaan parkir dan juru parkir. Selain itu jumlah juru pungut atau pengawas
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demikian pemungutan retribusi parkir belum terlaksana dengan efektif dan
efisien. Sehingga masih terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi
parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan.

3. untuk masalah pelaksanaan yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Parkir,
dalam pelaksanaannya tentang penerimaan retribusi parkir langsung diserahkan
kepada juru pungut ataupun para juru parkir binaan bisa langsung menyetor
secara langsung di Kantor UPT Pengelolaan parkir jika dekat dengan lokasi.
Selanjutnya UPT Pengelolaan Parkir juga memberikan pengarahan tentang
kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas. Hal ini dimaksudkan agar tidak
terjadi penyimpangan penggunaan jalan yang melebihi batas parkir yang biasanya
menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

4. pengawasan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Parkir sendiri terhadap
anggotanya sudah cukup berjalan cukup maksimal dimana ada pengawasan secara
langsung dan pengawasan tidak langsung.

5. Peran Dinas perhubungan dalam pengelolaan manajemen parkir untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Balikpapan diantaranya
pertama yaitu dalam menanggapi masalah parkir liar, juru parkir liar dan
pemanfaatan lokasi parkir yang belum terkelola dengan baik. Dinas Perhubungan
telah melakukan upaya dengan tegas dengan memberikan sanksi berupa tindak
pidana ringan (Tipiring) kepada juru parkir liar yang terjaring razia. UPT
Pengelolaan Parkir Kota Balikpapan melakukan atau menekankan pada kualitas
manajemen kedua yaitu berupa penerapan sistem parkir dengan meteran atau
sistem parkir otomatis. Dinas Perhubungan telah melakukan kebijakan yang
diterapkan di Kota Balikpapan serta efektif demi mencegahnya bocornya
Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir serta mengendalikan angka
kemacetan dan menciptakan sarana parkir yang aman bagi masyarakat Kota
Balikpapan dengan adanya sistem parkir otomatis sangat membantu dalam
langkah memperbaiki tata kelola parkir yang ada.
Faktor yang menjadi pendukung dalam menciptakan Pengelolaan Manajemen
sistem parkir otomatis di Kota Balikpapan ini yaitu pengelolaan sistem parkir
otomatis ini dinilai banyak memberikan rasa aman, nyaman dan meminimalisir
angka kemacetan yang disebabkan oleh parkir yang tidak teratur, sebagai bentuk
komitmen untuk penanganan jukir liar, memudahkan sistem pengawasan untuk
menghindari angka kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Faktor yang
menghambat manajemen pengelolaan parkir sendiri adalah masih banyaknya titik
parkir yang belum masuk dalam daftar UPT Pengelolaan Parkir, sehingga titik
tersebut hanya dinikmati oleh juru parkir liar. Faktor yang menjadi penghambat
penerapan sistem parkir otomatis ini yaitu dari kurangnya lahan parkir dan
berkurangnya lapangan pekerjaan bagi tukang parkir manual, sanksi yang kurang
tegas yang diberikan kepada jukir liar, serta adanya oknum-oknum tertentu di
balik jukir liar
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan di

atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait manajemen
parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Balikpapan (studi kasus
pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan) antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa manajemen perparkiran di Kota
Balikpapan harus ditingkatkan, dengan memanfaatkan area atau lokasi
parkir yang baru. Hal ini sangat penting dalam menujang retribusi parkir
dan meningkatkan pendapatan asli daerah

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk perencanaan yang dilakukan
oleh UPT Pengelolaan Parkir, seharusnya dalam pengelolaan parkir lebih
memanfaatkan titik-titik lokasi potensial parkir, serta membina juru
parkir liar

3. Dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Parkir,
seharusnya dapat menambah juru pungut atau pengawas parkir yang
disesuaikan dengan jumlah jukir yang ada agar dalam proses pemungutan
retribusi dapat berjalan dengan efektif

4. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Parkir agar
lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya, menjalankan tugas
pengawasan dan mengontrol lebih lagi juru pungut dan juru parkir binaan

5. Sedangkan untuk pengawasan oleh UPT Pengelolaan Parkir terhadap
juru pungut, juru parkir, dan pegawai yang terlibat langsung dalam
pengelolaan parkir, agar lebih baik lagi dalam memberikan arahan-
arahan kepada para anggotanya, ini penting agar terjalin komunikasi
yang baik serta untuk melihat adanya kendala atau kekurangan dalam
penerimaan retribusi parkir

6. Dinas Perhubungan kota Balikpapan selain menyediakan lahan parkir
juga seharusnya dan hendaknya lebih tegas lagi menindak
juru parkir liar dengan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera.
Dengan Peraturan Daerah dengan memberikan pemahaman tentang
undang undang tentang peraturan parkir. Masalah juru parkir liar yang
belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan hendaknya
segera didaftarkan dan ditempatkan pada parkir on street yang tidak
menimbulkan kemacetan dan off street sebagai petugas penerima karcis
sistem parkir otomatis dan mencari solusi terbaik

7. Diharapkan kepada masyarakat Kota Balikpapan untuk memiliki
kesadaran untuk parkir pada tempatnya, serta merubah kebiasaan untuk
tidak memberikan uang kepada jukir apabila tidak dapat menunjukan
karcis, dan diharapkan masyarakat menyadari akan pentingnya kerapihan
dan kenyamanan Kota Balikpapan.
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